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VISI UIN SGD BANDUNG 
Menjadi Universitas Islam Negeri yang Unggul dan Kompetitif 

Berbasis Wahyu Memandu Ilmu Dalam Bingkai Akhlak Karimah 

Di Asean Tahun 2025 

 

MISI UIN SGD BANDUNG 
a. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang 

profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional 

dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan 

Nasional; 

b. Menyelenggarakan proses perkuliahan, penelitian dan kajian 

ilmiah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu 

memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan 

teknologi; 

c. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan 

memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat 

madani yang demokratis dan berkeadilan; 

d. Menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi yang 

berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di 

kalangan sivitas akademika. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Penjaminan mutu menjadi keniscayaan bagi seluruh perguruan 
tinggi, baik nasional maupun internasional. Hal itu memiliki makna yang 
lebih penting ketika kompetisi antar perguruan tinggi semakin 
meningkat. Berkenaan dengan hal itu, penjaminan mutu di lingkungan 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus dikelola secara terpadu dan 
terkoordinasi sehingga mampu mendorong pencapaian visi lembaga 
Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis 
wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun 
2025” 

Berdasarkan pemikiran di atas, penjaminan mutu mencakup 
berbagai unsur dan dilaksanakan oleh satuan penjaminan mutu secara 
berjenjang. Pada tingkat universitas dilaksanakan oleh Lembaga 
Penjaminan Mutu (LPM). Pada tingkat fakultas dan program 
pascasarjana dilaksanakan oleh Komite Penjaminan Mutu (KPM). 
Sedangkan pada tingkat jurusan dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan 
Mutu (GPM).  

Berkenaan dengan ragam satuan penjaminan mutu tersebut, 
maka diperlukan penataan organisasi penjaminan mutu secara 
keseluruhan. Di samping itu, diperlukan tata kerja pada masing-masing 
satuan dan antar satuan, sehingga pelaksanaan penjaminan mutu 
dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk memenuhi keperluan 
itu, dalam buku ini disusun tentang  pedoman kerja lembaga penjaminan 
mutu. Pedoman tersebut berisi: visi, misi, tugas, dan fungsi; struktur 
organisasi dan alokasi tugas; serta alur penjaminan mutu secara 
menyeluruh dan audit internal. Diharapkan, dengan penataan 
organisasi LPM ini dapat memberi arah pada penyelenggaraan 
penjaminan mutu yang sehat dan handal.  

Akhirnya, apa yang tersusun dalam buku ini, diharapkan dapat 
dipahami oleh para pelaksana penjaminan mutu pada samua jenjang. 
Selanjutnya, dijadikan rujukan dalam berbagai kegiatan. Dengan cara 
demikian, diharapkan penjaminan mutu dapat dilaksanakan secara 
lancar dan memperoleh hasil yang optimal.  

 

 
Bandung,  Februari 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Susunan organisasi dan tata kerja satuan penjaminan mutu dalam 

lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung diawali dengan 

pembentukan Pusat Pengembangan Mutu Akademik (PPMA). Satuan 

ini merupakan unsur penunjang teknis di bidang peningkatan mutu. 

Menurut ketentuan Pasal 116 Statuta IAIN, PPMA mempunyai tugas 

mengembangkan kurikulum IAIN, mendesain proses belajar mengajar, 

meningkatkan kemampuan mengajar dosen, melakukan kajian tentang 

metode mengajar yang baru dan inovatif, dan kajian lain yang 

berhubungan dengan upaya pengembangan mutu akademik, serta 

melakukan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.  

Tugas pokok dan fungsi PPMA di atas, lebih diarahkan pada 

pengembangan mutu akademik. Pertama, peningkatan mutu 

mahasiswa yang berawal dari proses seleksi calon mahasiswa. Kedua, 

peningkatan mutu dosen terutama berkenaan dengan keterampilan 

mengajar, meneliti, dan menulis karya ilmiah. Ketiga, peningkatan mutu 

kurikulum yang bertolak dari ilmu agama Islam (IAI). Keempat, 

peningkatan mutu pembelajaran yang ditunjang oleh sarana yang 

bermutu di antaranya bahan bacaan dan laboratorium. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 

Tahun 2005, sejak tanggal 10 Oktober 2005 IAIN Sunan Gunung Djati 

Bandung mengalami perubahan status menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Transformasi tersebut 

memiliki beberapa makna terutama berkenaan dengan peningkatan 

mutu perguruan tinggi, baik mutu akademik maupun non-akademik. 

Selain itu adanya tuntutan pengembangan organisasi perguruan tinggi 

menjadi organisasi yang amat kompleks. Atas perihal tersebut, satuan 

penjaminan mutu pun dituntut untuk ditata dan dikembangkan menjadi 

bagian dari organisasi kompleks tersebut. 

Pusat Penjaminan Mutu (PPM) UIN SGD Bandung merupakan 

bagian penting dalam susunan organisasi UIN SGD Bandung. PPM 

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN SGD Bandung 
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Nomor Un.05/A/KP.06.7/077/2008 tanggal 21 Juli 2008 berkenaan 

dengan pengangkatan para pejabat lembaga dan pusat dalam 

lingkungan UIN SGD Bandung. Sementara itu, penataan satuan 

penjaminan mutu didasarkan pada Surat Keputusan Rektor UIN SGD 

Bandung Nomor Un.05/A/KP.06.7/124/ 2008 tanggal 17 November 

2008. Kemudian, berdasarkan Ortaker UIN SGD Bandung berdasarkan 

PMA RI No. 7 tahun 2013 tentang perubahan PMA No.77 tahun 2013, 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjadi salah satu lembaga yang 

ada di lingkungan UIN SGD Bandung.  

 

B. Landasan Kerja 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Perguruan Tinggi. 

5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Sandar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan 

IAIN SGD Bandung menjadi UIN SGD Bandung. 

7. Keputusan Rektor UIN SGD Bandung Nomor 124 tentang Pedoman 

Kerja Pusat Penjaminan Mutu UIN SGD Bandung. 

8. Ortaker UIN SGD Bandung berdasarkan PMA RI No. 7 tahun 2013 

tentang perubahan PMA No.77 tahun 2013  

9. Ortaker UIN SGD Bandung berdasarkan PMA RI No. 7 tahun 2013 

tentang perubahan PMA No.44 tahun 2017  

10. Statuta UIN SGD Bandung berdasarkan KMA No.14 tahun 2015 

tanggal 25 Februari tahun 2015. 

11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : B.II/3/06361 tanggal 06 Juli 

2015 tentang Pengangkatan Rektor UIN SGD Bandung 

12. Surat Keputusan Rektor UIN SGD Bandung No: 

Un.05/II.2/KP.07.6/152/2015 tanggal 08 September 2015 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga di Lingkungan 

UIN SGD Bandung. 
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUGAS 

 

A. Visi  

Visi LPM merupakan bagian dari visi UIN SGD Bandung. Visi 

tersebut adalah: ”Mendorong tercapainya visi UIN SGD Bandung 

Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis 

wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun 

2025 

B. Misi 

1. Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan 

kerjasama di bidang penjaminan mutu. 

3. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu. 

4. Mengembangkan dan melaksanakan audit mutu akademik internal 

dan akreditasi. 

C. Tugas 

1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu secara 

komprehensif.  

2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu. 

3. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu. 

4. Melakukan audit  dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu. 

5. Merencanakan dan menyiapkan akreditasi institusi. 

6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu. 
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BAB III 

STRUKTUR ORGANISASI DAN SEBARAN TUGAS 

 

A. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

Penjaminan mutu dilaksanakan secara menyeluruh, bertahap, dan 

berkesinambungan. Oleh karena itu penjaminan mutu melibatkan 

berbagai unit, baik pada tingkat universitas maupun pada tingkat 

fakultas dan program studi. Sementara itu LPM merupakan unit 

pelaksana penjaminan mutu pada tingkat universitas yang dipimpin oleh 

seorang Ketua Lembaga dan didampingi oleh seorang Sekretaris 

Lembaga. Secara lengkap struktur organisasi Lembaga Penjaminan 

Mutu adalah sebagai berikut: 

1. Ketua Lembaga. 

2. Sekretaris Lembaga. 

3. Bidang Audit dan Pengendalian Mutu, dipimpin oleh seorang Kepala 

Pusat. 

4. Bidang Pengembangan Standar Mutu, dipimpin oleh seorang 

Kepala Pusat. 

5. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri atas Kasubag dan staf Tata Usaha. 

 

Gambar 1: Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu 
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B. Sebaran Tugas 

Adapun sebaran tugas di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu 

sebagaimana berikut ini: 

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 

a. Ringkasan Tugas 

Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, 

memantau, menilai dan mengembangkan mutu 

penyelenggaraan kegiatan akademik. 

b. Rincian Tugas 

1) Menyusun rencana, mengevaluasi program dan anggaran 

serta membuat pelaporan. 

Rektor 

Ketua Lembaga 

 

 Kasubbag Tata Usaha 

Sekretaris 

Lembaga  

Kepala Pusat 
Pengembangan 
Standar Mutu 

 

 Staf Adm. Tata Usaha 

Kepala Pusat 
Audit dan 

Pengendalian 
Mutu 
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2) Melaksanakan pengembangan mutu akademik. 

3) Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu 

akademik. 

4) Melaksanakan administerasi lembaga. 

5) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan 

pendidikan dan pelatihan terkait dengan penjaminan mutu. 

c. Hubungan Kerja 

1) Bertanggungjawab kepada Rektor. 

2) Bekerjasama dengan seluruh kepala Pusat. 

2. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (Sekretaris Lembaga) 

a. Ringkasan Tugas 

1) Memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, 

dan pelaporan sesuai dengan kebijakan ketua lembaga. 

2) Membantu administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan 

kegiatan Kepala Pusat. 

b. Rincian Tugas 

1) Membantu Ketua Lembaga dalam melaksanakan semua 

kegiatan administrasi di LPM. 

2) Bersama Ketua Lembaga merencanakan dan menyediakan 

peralatan dan bahan yang dibutuhkan oleh LPM. 

3) Bersama Ketua LPM dan Kepala Pusat Audit merancang 

jadwal kegiatan penjaminan mutu. 

4) Menyiapkan akomodasi dan peralatan serta bahan 

penjaminan mutu. 

5) Mengadministrasikan dan mengagendakan surat, data, dan 

penggunaan anggaran LPM. 

6) Mendokumentasikan seluruh kegiatan penjaminan mutu. 

7) Membantu memfasilitasi kegiatan semua pusat di LPM. 

8) Bersama Kepala Pusat Pengembangan merencanakan dan 

melaksanakan publikasi kegiatan LPM. 

9) Menjamin kerahasiahan data LPM. 

c. Hubungan Kerja 

1) Bertanggungjawab kepada Ketua LPM. 

2) Bekerjasama dengan para Kepala Pusat di LPM. 
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3. Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu 

a. Ringkasan Tugas 

1) Merencanakan dan membuat serta merevisi draft dokumen 

yang terkait dengan proses penjaminan mutu. 

2) Mengembangkan komponen-komponen sistem penjaminan 

mutu. 

b. Rincian Tugas 

1) Menyusun dan membuat draft penjaminan mutu. 

2) Merencanakan dan membuat draft kebijakan mutu. 

3) Merencanakan dan membuat draft standar mutu. 

4) Merencanakan dan membuat draft manual mutu. 

5) Merencanakan dan membuat draft instruksi kerja. 

6) Merencanakan dan membuat draft instrumen dan format 

penjaminan mutu. 

7) Melakukan diskusi draft dengan pihak-pihak terkait: fakultas, 

unit-unit, dan kepala pusat di LPM. 

8) Mengembangkan sistem penjaminan mutu. 

9) Merencanakan anggaran yang diperlukan.  

10) Menjaga kerahasiaan data LPM. 

c. Hubungan Kerja 

1) Bertanggungjawab kepada Ketua LPM. 

2) Bekerjasama dengan kepala pusat di LPM. 

3) Melaporkan kegiatan proses penjaminan mutu kepada Ketua 

LPM. 

 

4. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu 

a. Ringkasan Tugas 

Merencanakan dan melaksanakan audit dan pengendalian mutu 

internal dalam pelaksanaan penjaminan mutu  

b. Rincian Tugas 

1) Melaksanakan kegiatan audit mutu internal. 

2) Mempersiapkan akreditasi program studi dan institusi. 

3) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan akreditasi 

program studi dan institusi. 
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4) Bekerjasama dengan  kepala pusat pengembangan standar 

mutu dalam menyusun draf manual prosedur audit internal, 

piagam audit internal, dan kode etik auditor. 

5) Melakukan rapat mutu fakultas dengan fakultas-fakultas dan 

unit-unit penunjang atas nama pelaksanaan internal. 

6) Merencanakan jadwal pelaksanaan audit mutu internal. 

7) Melakukan refreshing auditor internal.  

8) Menyerahkan hasil audit  mutu internal kepada Ketua LPM, 

para ketua prodi, para dekan dan Rektor. 

9) Merencanakan anggaran kegiatan audit  mutu internal.  

10) Melakukan pendampingan dan memberi bantuan teknis 

dalam pelaksanaan akreditasi eksternal (program studi dan 

institusi). 

11) Menjaga kerahasiahan data LPM. 

c. Hubungan Kerja 

1) Bertanggungjawab kepada Ketua LPM. 

2) Bekerjasama dengan para kepala pusat di LPM. 

3) Melaporkan hasil audit  mutu internal kepada Ketua LPM. 

 

5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

a. Ringkasan Tugas 

Melaksanakan tugas layanan administrasi, perencanaan, 

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan 

di lingkungan LPM. 

b. Rincian Tugas 

1) Membantu sekretaris lembaga dalam melaksanakan semua 

kegiatan administrasi di LPM. 

2) Membantu sekretaris lembaga dalam merencanakan dan 

menyediakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan oleh 

LPM. 

3) Membantu sekretaris LPM dalam menyiapkan akomodasi 

dan peralatan serta bahan penjaminan mutu. 

4) Membantu sekretaris mengadministrasikan dan 

mengagendakan surat, data, dan penggunaan anggaran 

LPM. 
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5) Membantu sekretaris LPM mendokumentasikan seluruh 

kegiatan penjaminan mutu. 

6) Membantu memfasilitasi kegiatan semua pusat di LPM. 

7) Menjamin kerahasiahan data LPM. 

c. Hubungan Kerja 

1) Bertanggungjawab kepada Ketua LPM. 

2) Bekerjasama dengan sekretaris dan para kepala pusat di 

LPM. 
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BAB IV 

ALUR PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL 

 

A. Alur Penjaminan Mutu 

Pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan dengan memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga penjaminan 

mutu yang bertanggungjawab kepada rektor. 

2. Lembaga penjaminan mutu melaksanakan proses penjaminan mutu 

mulai dari perencanaan sistem, pembuatan dokumen, implementasi 

dan pelaksanaan. 

3. Fakultas membentuk Komite Penjaminan Mutu (KPM) Fakultas dan 

Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat prodi/jurusan yang 

bertanggung jawab kepada wakil dekan I. 

4. Fakultas menindaklanjuti dengan menyusun rencana mutu dengan 

difasilitasi oleh lembaga penjaminan mutu.  

5. Setiap 1 (satu) tahun sekali LPM akan melakukan kegiatan audit  

mutu internal. Audit  mutu internal dilakukan untuk menjamin: 

a. Kepatuhan terhadap kebijakan mutu, peraturan akademik, 

manual mutu, dan manual prosedur. 

b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan 

yang ditetapkan di setiap program studi. 

c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman 

belajar sesuai dengan spesifikasi program studi dalam 

pelaksanaan  pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

6. Hasil audit  mutu internal disampaikan kepada ketua LPM. 

Selanjutnya, Ketua Lembaga melaporkan kepada Rektor sebagai 

bahan perbaikan bagi yang belum sesuai dengan standar mutu, dan 

diadakan peningkatan bagi yang sudah memenuhi standar mutu.  

7. Rektor mengintruksikan kepada Dekan dan Ketua 

Jurusan/Progaran Studi untuk melaksanakan perbaikan dan 

tindakan terhadap hasil temuan terutama bagi yang belum 

memenuhi standar.  
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8. Hasil audit, laporan pemeriksaan dari Komite Penjaminan Mutu akan 

dibahas dalam Rapat Mutu Fakultas, yang diselenggarakan 

bersama antara Fakultas dengan LPM. 

9. Hasil Rapat Mutu Fakultas dilaporkan kepada Rektor untuk 

digunakan sebagai salah satu dasar dalam memodifikasi atau 

mengembangkan standar mutu. 

 

Gambar 2: Alur Penjaminan Mutu 
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B. Alur Audit  Internal 

Adapun alur audit  mutu internal adalah sebagai berikut: 

1. Kepala pusat audit  dan pengendalian mutu menentukan jenis 

kegiatan yang akan dilakukan termasuk indikator yang digunakan. 

2. Selanjutnya mengajukan nama-nama calon auditor kepada Rektor 

untuk dibuatkan Surat Keputusan Audit  Internal. Nama tersebut 

adalah para dosen yang telah memperoleh sertifikat Pelatihan 

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) dan Audit  

Mutu Akademik Internal (AMAI).  

3. Kepala pusat audit  dan pengendalian mutu bersama tim auditor 

menyusun jadwal pelaksanaan audit . 

4. Ketua LPM melakukan pengarahan dan pengayaan atau 

penyegaran terhadap asesor tentang etika dan pelaksanaan audit . 

5. Tim auditor menyiapkan instrumen dan format yang diperlukan 

dalam pelaksanaan audit. 

6. Tim auditor melakukan audit  internal terhadap program 

studi/jurusan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

7. Langkah selanjutnya tim auditor melakukan pengumpulan data 

audit. 

8. Kepala pusat audit  dan pengendalian mutu menyerahkan data 

kepada sekretaris lembaga untuk selanjutnya diolah. 

9. Hasil pengolahan data yang berbentuk informasi digunakan untuk 

Rapat Mutu Fakultas (RMF), yang terdiri atas LPM, Dekan, Wakil 

Dekan I, Ketua Jurusan/Program Studi, dan koordinator auditor. 

10. Hasil RMF akan menghasilkan 2 (dua) kriteria, yaitu memenuhi 

standar mutu dan tidak memenuhi standar mutu yang telah 

ditentukan. 

11. Jika hasil dari RMF telah memenuhi standar, maka selanjutnya 

Pusat Audit  dan Pengendalian Mutu bersama Kepala Pusat 

Pengembangan Standar Mutu akan mengkaji ulang dalam 

peningkatan mutu yang berkelanjutan (continous quality). 

12. Jika hasil dari RMF tidak memenuhi standar mutu di bidang sumber 

daya manusia, maka Ketua LPM melakukan pelatihan dan 

pengembangan proses pembelajaran. 

13. Jika hasil RMF tidak memenuhi standar mutu di bidang sarana dan 

prasarana, maka Dekan dengan perintah Rektor untuk 

melaksanakan perbaikan di bidang sarana dan prasarana. 
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